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Kementrian Kelautan dan Perikanan  memberlakukan kebijakan 
penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang tertangkap melakukan pencurian ikan 
di wilayah perairan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia hanya menempati urutan ketiga 
pengekspor ikan di ASEAN padahal memiliki luas laut paling besar di kawasan 
menjadi latar belakang pemerintah mengambil langkah terobosan ini, ditambah 
jumlah rumah tangga nelayan dan jumlah eksportir pengolahan ikan nasional yang 
terus berkurang dikarenakan banyak kapal yang melakukan illegal  fishing di perairan 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesesuaian antara 
hukum nasional Indonesia dengan Hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 
1982 dan implikasi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap 
ekosistem laut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
metode pendekatan yuridis  normatif. Data diperoleh dari data sekunder.Dianalisis 
secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing 
pencuri ikan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan merupakan tindakan yang 
menyalahi aturan UNCLOS 1982 karena penenggelaman kapal sendiri tidak diatur 
secara tegas dalam konvensi tersebut, selain itu merupakan hak dan kewajiban negara 
pantai (Indonesia) untuk menjaga kedaulatan di wilayahnya. Kelemahan dalam 
hukum nasional Indonesia sendiri berupa ketidakkonsistenan peraturan, baik secara 
horizontal maupun vertikal yang menyebabkan hukum tidak pasti. Kebijakan 
penenggelaman kapal asing  pencuri ikan ini dianggap kurang  memperhatikan  
aturan dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan 
Laut karena memberikan implikasi buruk bagi ekosistem laut berupa rusaknya 
keseimbangan ekosistem laut berupa tercemarnya laut dan rusaknya terumbu karang. 
 












 The Ministry of Marine Affairs and Fisheries imposed a policy of drowning a 
foreign ship of fish thieves caught fishing theft in the territorial waters of Indonesia. 
The fact that Indonesia ranks only the third largest exporter of fish in ASEAN while it 
has the largest sea area in the region becomes the background of the government to 
take this breakthrough step, plus the number of fishermen households and the number 
of exporters of national fish processing is reduced due to the many ships that do 
illegal fishing in Indonesian waters. This study aims to find out about the suitability 
between Indonesian national law and international law regulated in UNCLOS 1982 
and the implications of the policy of sinking foreign fishing vessels to marine 
ecosystems.In an attempt to answer the problem, the writer's using the normative 
juridical method. The data are obtained from secondary data. And then analyzed 
qualitatively and presented descriptively. 
 
 The result of the research shows that the policy of sinking foreign ship of 
Indonesian fishing thief is not an act that violates the UNCLOS 1982 regulation 
because the sinking of the ship itself is not expressly regulated in the convention, 
besides it is the right and obligation of coastal state (Indonesia) to keep the 
sovereignty in its territory. The weakness in Indonesian national law itself is the 
inconsistency of regulations, either horizontally or vertically which causes the law is 
uncertain. The disclosure policy of foreign fishing vessels is considered to be less 
attention to the rules in UNCLOS 1982 on the Protection and Maintenance of the 
Marine Environment because it provides bad implications for marine ecosystems in 
the form of damage to the balance of marine ecosystem in the form of marine 
pollution and coral damage. 
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